Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah antara:

Hengky Lumempow bin Dolfi Lumempow, tempat tanggal lahir Long Bagun,
30 September 1994, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan
SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mangkupalas,
RT.10, No.34, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda
Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

Azni Nurulita binti Abdul Azis, tempat tanggal lahir Tanjung Redeb, 09
Oktober 1996, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan
Mangkupalas, RT.10, No.34, Kelurahan Mesjid, Kecamatan
Samarinda Seberang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut

sebagai Pemohon li;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon 1l di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat permohonannya
bertanggal 21 Januari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Samarinda dengan Register Nomor 49/Pdt.P/2020/PA.Smd,
tanggal 21 Januari 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami isteri, pernikahan

Pemohon | dan Pemohon Il dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2018,
di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda di hadapan penghulu
bapak Munawir Husain, dengan wali hasab yaitu Abdul Azis (ayah kandung
Pemohon Il), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama
Wahab dan Sahrani, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,-
(seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon
| berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon Il berstatus
perawan dalam usia 22 tahun;

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon | dan Pemohon Il
sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya
suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Ajeng Pramesti Ramadhani
Lumempow, lahir di Berau tanggal 18 Mei 2018;

3. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada larangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dan selama

itu pula Pemohon | dengan Pemohon Il tetap beragama Islam;

5. Bahwa sampai saat ini Pemohon | dengan Pemohon Il belum pernah
menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Setelah Pemohon | dengan Pemohon Il menghubungi Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota
Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut
tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda
Seberang Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Nomor:
15/Kua.16.01.06/PW/01/1/2020, tanggal 06 Januari 2020;

6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menyadari bahwa sebagai seorang
warga Negara Indonesia yang baik, yang patuh dan taat hukum terhadap
peraturan negara seharusnya pernikahan Pemohon | dan Pemohon II
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dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang telah ditentukan oleh negara,

sehingga Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
Pengesahan Nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah agar
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il diakui secara hukum negara

Indonesia;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon | dan
Pemohon Il mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan
penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon | (Hengky Lumempow bin
Dolfi Lumempow) dengan Pemohon Il (Azni Narulita binti Abdul Azis),
yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2018, di Kecamatan

Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon | dan Pemohon Il sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon | dan Pemohon
Il hadir di persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon

I dan Pemohon Il menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Pemohon | dan
Pemohon Il di depan persidangan, Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melaksanakan akad nikah pada tanggal 11 Februari 2018, di Kecamatan
Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dilaksanakan di hadapan penghulu
kampung yang bernama Munawir Husain, sekaligus Munawir Husain tersebut
menjadi Wali Hakim yang menikahkan Pemohon Il dengan Pemohon I, karena

ayah kandung Pemohon Il sedang berada di luar daerabh;
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Bahwa atas permohonan dan pengakuan Pemohon | dan Pemohon I

tersebut, Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan terhadap perkara ini dan
akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang
tercatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dipanggil secara
resmi dan patut dan telah hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145
angka (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dalam surat
permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2018, di
Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dinyatakan sah menurut
hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut
ketentuan hukum perkawinan, namun tidak tercacat pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan
pengakuan Pemohon | dan Pemohon Il sebagaimana tersebut di atas, Majelis
Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini bahwa pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon Il dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2018 di Kecamatan
Samarinda Seberang, Kota Samarinda, dilaksanakan di hadapan penghulu
kampung yang bernama Munawir Husain, sekaligus Munawir Husain tersebut
menjadi wali hakim, karena ayah kandung Pemohon |l sedang berada di luar
daerah, sementara Munawir Husain tersebut bukan penghulu resmi yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang;
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Menimbang, salah satu alat bukti dalam perkara perdata adalah

pengakuan. Hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 284 R.Bg juncto Pasal
1886 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam
perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat
menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan,
ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab gabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di muka
persidangan sebagaimana telah dikemukankan di atas, ternyata yang menjadi
wali dalam pernikahan Pemohon Il dengan Pemohon | adalah seorang
penghulu kampung yang bertindak sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang
harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk
menikahkannya sesuai dengan bunyi Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang
laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil, baligh yang
terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penghulu kampung atau seorang imam tidak berhak
untuk menjadi wali hakim karena bukan Pejabat yang berwenang sebagaimana
kehendak Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 1987;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim sepakat permohonan Pemohon | dan Pemohon Il untuk
disahkan pernikahannya sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak memenuhi syarat rukun perkawinan dan terbukti pula
pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,
patutlah diwajibkan kepada Pemohon | dengan Pemohon Il untuk melakukan
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pernikahan baru, dengan dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor

Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon | dan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan,
maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon | dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon | dan Pemohon li;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il sejumlah

Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 Masehi, bertepatan
tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami, H. M. Asy’ari, S.Ag., S.H.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan H. Muhammad
Rahmadi, S.H., M.H.l. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penatapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu
oleh Baihagqi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon | dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

H. M. Asy’ari, S.Ag., S.H., M.H.
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Baihaqi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp150.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)
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